Satjipto RAHARDJO

ULISAN berikut mencoba menyusun
suatu persepsi dari sudut ilmu sosial
terhadap tingkat perkembangan pe-
mikiran mengenai hukum dewasa ini, khu-
susnya dalam hubungan dengan masalah re-
kayasa kualitas manusia dan masyarakat.

Selama lebih kurang 70 tahun pengusa-
haan ilmu hukum di negeri ini, yaitu sejak
pendirian pendidikan tinggi hukum di masa
penjajahan (1922), sampai dengan masa ke-
merdekaan, analisis yuridis merupakan cara
vang dominan dalam studi hukum. Akan
tetapi, sejak sekitar tahun 1970an, mulai ter-
jadi pemikiran kembali, dengan munculnya
ancangan sosial atau sosiologis dalam studi
hukum itu.

Sebetulnya apa yang disebut ancangan
sosial tersebut hanya merupakan pintu bagi
masuknya berbagai ancangan lebih spesifik,
yang bukan bersifat sosiologis semata me-
lainkan juga anthropologis, ekonomis, poli-

tis, psikologis, dan lain-lain. Singkat kata,
hukum sebagai institusi penting dalam ma-
syarakat ingin ditempatkan pada keduduk-
annya yang mendekati keluasan jangkauan-
nya, dan demikian lebih mendekati kebenar-
annya.

Etnosentirisitas danr Eurosentrisitas

Hukum Modern

Apabila kita menengok pada perkem-
bangan pemikiran dalam dan mengenai hu:
kum, maka kita tidak bisa mengatakan bah-
wa hukum adalah institust yang nefral. Sela-
fu saja kita menyaksikan, betapa hukum itu
mengalami penggunaan oleh kekuatan da-
lam masyarakat, untuk tujuan yang satu
atau yang lain.

Pada saat bangsa Indonesia menyatakan
kepada dunia, bahwa ia bertekad menjadi
hanesa vang merdelka dan mendirikan suatu

Makalah ini telah dicampaikan pada Seminar Ma-
sional Hmu-iomu Sosial 1990 dan Kongres VI Himpunan
Indonesia untuk Pengembangan Hmu-Hmu Sosial
(HIPIIS) tanggal 16-21 Jull 1960 di Yogyakarta.

negara dalam bentuk republik, maka pada
saat yang sama pulz ia memilih untuk mem-
bangun kehidupan baru berdasarkan hu-
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ikum Pada buian 'Agustus, tahun 1945 1tu,
ebut dalam’ Undang-Undang

: Dengan menyusun kehzdupannya berdasar-
kan hukum, bangsa Indonesia tidak sekali-

gus menc:ptakan npe hukumnya sendm me-

lainkan (tmggal) memakai saja’ yang' disebut
hukum modem 1tu

Mengapa Eropa harus menunggu ratusan
tahun Eama_nya .sebelum. sampai - pada . hu-
i_cumnyafyahg‘ modern tersebut, memberi pe-
lajaran kepada kita; betapa hukum modern
itu: tidak jatuh :dari langit begitu saja, me-
lainkan harus dibangun. Kita ineng_eiahui,
misalnya, hukam feodal pada abad XI ada-
lah hukum yang sah dan cocok pula dipakai
pada masanya, Hukum yang mengacu pada
sistem hak dan_ kewajiban vang dikaitkan
dengan hubnngan tuan dan hamhanya seria
DAra penyewa tanah yang kehrdupannya 1i-
dak mandm (Berman 1983 : 235; Poggl,
1978 16 Unger, 1976 }47), adalah s:stem
_yang muiakhlr serta cocok puia untuk za-
mannya Apabila, mlsalnya orang pada
_waktu itu mencoba memakal dan menerap-
kan hukum modern sekarang ini, maka bisa
dzpasnkan kehadlran hukum tersebut akan
_memmbulkan gangguan terhadap masyara—
katnya Dengan demlman, tampak betapa
perjaianan pembentukan hukum modern
menyxta waktu berabad—abad iamanya yang
apabxia dzmuia: dari hukum dan masyarakat

tahun, sebelum sampai pada txpe negara
konsutum ‘di abad XX dengan sistem: hu'
“kumnya vang rasional.

umur ratusan tahun Secara .

. “Perjalanan- penciptaan .hukum . modern_._' 3

yang panjang: demikian: sebaxknya senantiasa .
kxta paka: sebagax ‘bahan pela;aran tentang
betapa rumit perka;tan antara sxstem hukum '
dengan masyarakatnya Huknm modern .

harus menunggu sekian. razus tahun }ama-'
' nya sehmgga masyarakat saap unmk meng» o
. gunakannya'.’ T T P

Penggunaan huk m modern dl negara-'. :
negara ‘baru pada umumnya t:dak menga—

lami tahap—tahap perkembangan yang sama

ciengan apa yang barlangsung di . negara .
asalnya, yaitu Eropa. Hampir sama dengan
pengalaman- Indonesia; maka.:hukum
modern “merupakan: suatu+sistem=hukum
yang d;masukkan d:datangkan -atay
d;paksakan dari luar Perkembangan
demiklan sangat menarik untuk dape!ajarx
khususnya -apabila . kita menggunakan an-
cangan dan metode somal

Apabﬁa d1 muka dxkatakan, bahwa peng-
gunaan sistem hukum modern pada masa
feoda} Eropa akan leblh memmbulkan gang—
guan- daripada _mendatangkan -ketertiban
dan keamanan, -maka keadaan tersebut bisa
kita saksikan di wilayah ‘Asia Timur. Di Ko~
rea, misalnya, penggunaan hukum modern
lebih - menimbulkan persoalan . daripada
mengatur dengan baik.:Seorang penulis.yang
mencoba ‘menyuarakan keadaan .tersebut-
mengatakan, bahwa untuk bangsa Korea_s_ié.-.
tem Rule of Law. sebaiknya digantikan de-
ngan sistern Rude of Just Law, yang berarti
Rule of Law itu merupakan sistem yang
tidak adil untuk bangsa Korea. (Pyong-
Choon, 1971 : 211). Saya kutlpkan sedikit di
sini;

. Can g system of European legal concents and. va-

lues engraft itself upon a people with such a histo-
rical background? ... If the phrase ’the Rule of
Law’ does not have a happy connotation in the
culinral context of this country, we should not go
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x "'-;ca repeaamg ‘it in the hope that through dint ‘of re-
i petition a kmci of social order that may;be said to be
.+ under-the. Ru!e of Law wilk be esaabhshed it.ap-
pears,. therefore, that euhez the_ phrase or the cul-

' i vy WE n’ught propose
: dmon of. such Words as "3ust” or truly‘de
"';'mocrauc" before thie world*’law*"s Thus, the phrase
o would read the Rulelof Just-Law!};-or 2the Rule
of Truly Democratic Law”. It is not.intended here

to settle the phraseéiogy once and for all. it is suf-
fxccnt to point out the neeci for makmg the idea of
) ”the Rule of Law"_ more meamngfui to the ordmary

: :'"Ko:ean :

o ("Dapa‘ikah s:szem g gacan dan mla1—mlal hu—
kum Eropa d;iumbuhkan pada suatu bangsa de-
R ngan latar belakang kesejarahan demikian? ... Jika-
‘ian gagasan Vthe Rule of‘Law” tidak mempunyai
-, ¥onotasi-yang menyenangkan: dalam konteks buda-
.. ya megerl ini, seharusnya kita jangan lerus mengu-
. lang-ulangmya dengan ‘harapan | bahwa meialu; pe-
'ngulangan maka }ems tata sosial yang dxkatakan
"perwugudan the Rule of Law mangkzn akan terben
wuk, Oleh karena itu, tampaknya ‘baik gagasan mau-
pun konteks budaya haruslah-diubah. .., mungkin
kita menyarankan penambahan kata-kata demikian
..-seperti, 'just’’ atau Ptruly democratic”- di dcpan
.. Rata Haw', Jadl [gagasannya akan menjadi
B Rale of Just Law", atau *'the Rule of Truly Demo-
*cratic Law” . Tidak malksudnya'di sini untik menga-
““tasi masalah pengungkapannya saja “Cukuplah v
“tuk menunjukkan kebuiuhan membuat gagasan ' the
. “Rule of Law'' menjadi Jebih bermakna bagi rakyat
... Korea pada :umumm_r_a._’_’. Terjemahan dari redaksi.)

Keadaan yang tidak banyak berbeda juga
terjadi'di'sini, pada bangsa kita; vang sejak
mendirikan tepublik ingin ‘membangun ne-
garanya berdasarkan - hukum, "yang aofq
bene sekali-lagi ‘adalah 'sama dengan berda-
sarkan hukum modern. Pengalaman hukum
yang berbéda dari apa yang seharusnya’’
terjadi ‘menurut hukom modern itu {lihat
misalnya, - Satjipto Rahardjo, *’Tentang
Perilaku Hukum Indonesia’, Suara Pem-
baruan, 2__3;?‘ebruari 1989; juga studi Daniel
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nya hal'lumrah saja, yang juga akanteriadi
pada bangsa Barat andaikata pola perj alan-
an: sejarah’ berbeda, artinya ‘bukan. Barat
mendominasi-~Timur -melainkan :sebaliknya.
Juga pada-waktu “itu -bangsa Barat-akan
bersusah-payah. menyesuaikan -perilakunya
padasistem hukum yang dipakal; yang nota
bene datang dari Timur. Secara singkat-bisa
dxkatakan, bahwa terdapat kualitas: etnosen-
tris, " cialam hal “ini- Eurosentrisitas: hukum

Pemribumian dan Pengin_d_on;esjaa@j_’

Pemaparan di atas tak pelak lagi mendo-
rong dunia ilmu pengetahuan di negara-ne-
gara berkembang untuk memberikan perha-
tian terhadap fenomena tersebut. Memang
kalangan akademis telah mencoba menang-
kap, menjelaskan dan memahami keadaan
yang demikian dtu (lihat misalaya, Nonet
dan’ Seiznick,  1978; Marasinghe dan Con-

klin, 1984, dan tentu saja. Pyong~ChOon-,
1971 yang telah dikutip di muka}.

Suatu usaha menjajaga kemungkman
pengusahaan ilmn hukum yang berknahtas
Indonesia. pemah dﬂakukan dalam ”S:mpo—
sium Ilmu Hukum yang Bers;fat Indonesaa
pada tabun 1987, Dalam simposium yang d}-
selenggasakau di Universitas D;poneﬂoro
tersebut dxkemukakan berbagm masalah
yang berhuhungam dengan usaha mengas;
struktur rasmna! hukum dengan data indo-
nesia. Demlkranlah misalnya, pembxcaraan
mengarai pada pengolahan data Indonesm
ke dalam pembangunan hukum indones:a
baik secara teontxs maupun uniuk keperluan
pralrteif hukum ( Satjlpto Rahardjo, 1987}

Di muka telah disinggung tentang d}gw

5. Lev tentang TRultur Hukum indonesia
yang Terkenal’l, dalam ,Hol{ {ed.), 1972}.

Apa vang teiéhléiurai%één di é.ias sebetul

nakannya ancangan dan metode. sosial da-
lam ilmu hukum di Indonesia, yang dimulai
sekitar tahun 1970an. Ancangan dan analisis
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-_:;:r-:sosmi terhadap hukum un mambuka per-
o spektif: untuk meiakukan pengkajian hukum

' 'secara iabxh komprehens:f dan dengan dem1~
. kian memberikan da
-grasian data Tric

__a_sar_m:dasar bagx pengirite-
esia ke dalam pemikiran

i f'tem yang: selama ini’ chpakal Eurosentrzsztas
E _:ifkonsep, seperu Ru!e aof Law. dlpertanyakan
- ‘dan dengan demikian chbuka jalan ‘untuk
_mengajukan plk;ramp;ktran alternatzf Indo-
- nesia. Da}am hubungan ini ada yang menco-
‘ba membmkan dorongan keberaman untuk
-menga}ukan gagasan bahkan yang kurang
Jazim sekahpun sepem dengan mengacu
.contoh yang. dilakukan oleh Ameﬂka Smkat
pada saat.. kebangkztan hukumnya (Rahar~
djo, I987) Sekahpun pada waktu-waktu
‘yang laly, sampa1 ke masa Hmdia-Beianda
_kntﬂc terhadap s:stem Barat yang d}pakaa di
_negeri inj sudah dxlontarkan, Ramun plkiran‘
_pikiran_ kntis vang muncul pada masa ke-
merdekaan ini bisa dikatakan mempunyaz
arn tersenchrx

Yang dlmaksud dengan mempunya; arti
tersenchrz di sini, adalah percobaan mema-
.Sukkan atau mengantegrasakan gagasan-
'gagasan indonesza ke dalam sistern hukum
Gagasan«gagasan rn bukan berupa pxeran
yang masxh abstrak melamkan sudah diru-
:muskan secara furmal ke daiam berbagax
bentuk. naskah seperu Undang~Undang
Dasar dan Ketetapan MPR. Gagasau Indo-
nesia tersebut kita ketemukan dalam kata
‘dan ‘ungkapan, seperti »"kekeluargaan’,
’ ’musyawarah' mufakat”, "’manusia seutuh-
“nya’ dan '”keseraman kesmmhangan”

'.mstltus; rasional begltu sa_;a melamkan __

Apablla diputuskan (dan sebaiknya de—..
mlklan) untuk memasukkan semua-itu ke
dalam sistem hukum, tentunya dzperlukan -
cukup banyak perubahan yang mendasar si- '
fatnya Seperti diutarakan di muka, sxste '
hnkum yang “disebut modern bukanlah i

bangun Jjuga.dari-nilai dan:: asumm yang ber— L

: s1fat -Euroseniris. Konflguram ‘hak: rakyat--'

vang dihadapkan kepada kekuasaan negara,
misainya; tumbuh dari suasana-Srandestaai, :
pada saat :warga: kota d:hadapkan -kepada
dewan kota.: “Dengan : ‘demikian; situasi
konflik mendasari bangunan sistem: hukum-
nya. Tetapi baga;mana halnya apabila
orang, misalnya, menggunakan wawasan in-
tegml:.mk daiam memandang hubungan an-
tara ;akyat dan negara‘? Saya kira, masalah-
masalah sepertx inj yang mendarong orang
Korea membuat konsep tandmgan yang di-
sebutnya sebagaa The Ru!e of Just Law 1tu
Membzarkan adnya ”duahsme” dalam tu—
buh kenegaraan yaatu sistem huknm di satu
plhak dan data sosial di p:hak lam tentunya
akan memmbuikan suasana udak harmoms
daiam mana}emen hukum dan I\enegaraan
di Indonesza '

Rekayasa Kualitas Manusia Melalui
Hukum,

- Orang me.mang layak menaruh keperca-
yaan kepada hukum dan dengan demikian
memakainya uniuk -mencapai berbagai tu-

‘juan -sosial. Secara khusus hal itu berlaku

bagi-bangsa Indonesia yang secara. konsti-
tusional ‘menyatakan, bahwa Negara Repu-
blik:Indonesia adalah "’ berdasarkan hukum,

NExl P PR TR "' SECT i.;. uu c.‘..&an ui-
blarkan berada dl luar sistem hukum, atau-
kah -harus kita integrasikan ke dalamnya?

2 M L Eo W - M G X O G TR [
dan kelengkapan yang ada padanya, hukum
memang menjanjikan untok menjadi sarana




yang terpercaya guna melakukan usaha reka—
'yasa soszal s :

) Dalam tuhsan ini mgm d;ajukan dua
m "am gagasan untuk melakukan rekayasa
'meiahn hukum, keduanya mewakﬂl tip{i’
béda,.yaitu:_ o

1;---'Rekayasa hukum mulal dar; sistem. mial
s .;sampai ke: penjabarannya ke dalam hu-
; i :kum daﬂ . A
2.:Rekayasa: hukum dengan memanfaatkan
shzperaturan shuku yang: sudah ada, yaitu
s U Nos 4/ 1982 (UU teﬂtang ngkungan
-.Hldup) ; o

Tugas pentmg dan berat yang d]tenma
oieh para sarjana hu}.um adalah menc1pta~
kan masyalakat indonesm baru yang dida-
sarkan pada Pancasz!a meiahn hukum
Suatu usaha besar yang smtemat:s ke arah itu
sampeu sekarang belurn bxsa dxkatakan telah
selesax Usaha besar tersebut memang Iayak
:_dlsebut rekavasa sosxai oleh hukum in op-
_tzma Jorma. D;katakan dem1k1an o}eh kare-
na perekayasaan dimul a: dari sumber nilai-
nilai yang merupakan onentas1 tertinggi da-
lam teknik pengaturan hukum, sehmgga pe-
rekayasaan di sini dimulai dari pendaya-
gunaan asas yang tertinggi (uitimate) dalam
masyarakat. Bagi bangsa Indonesia, Panca-
sila merupakan nilal yang demikian itu.

Salah satu pendapat yang bisa dikemuka-
kan di sini adalah untuk menjabarkan Pan-
casila ke dalam postulat hukum: terlebih da-
huly, sebagai langkah sistematis memasuk-
kan Pancasila ke dalam sistem hukum Indo-
nesia. Mengaitkan Pancasila secara langsung
kepada ‘sistem hukum, apalagi kepada satu
atau lain perundang-undangan, adalah me-
nyederhanakan proses yang sebetulnya cu-

- ANALISIS C8I8, 19911

. Postulat--hukum yang -diusulkan :dan
yang didasarkan pada Pancasila ini dimulai
dengan membuat suatu deskripsi yang lebih
jelas atau rinci mengenai bentuk-bentuk hu-

‘bungan yang diinginkan dalam suatu masya-

rakat yang didasarkan pada Pancasila itu.
Di sini diharapkan, agar bisa lebih mudah

menarik:kaidah-kaidah hukum ..(Rechis-

saize); dengan cara menviapkan postulat hu-
xum terlebil dahulu. Sekedar contoh, postu-
tat-hukum it bisa berbuny} sebagax berikut
{Rahardjo, 1987):- ;

1.'?Dalam masyarakat Pancasila, seuap
‘orang hendaknya bisa mengharapkan
bahwa orang fain’ akan memperlakukan—

' :'nya sebagax mdmdu secara penuh.”

2. Dalam masyarakat Pancasila, setiap
_ orang bisa mengharapkan bahwa ia akan

"meneﬂma bagian dari produkm nasxona}
vang memur}gkmkannya hidup sesua;

_ ":dengan martabatnya sebagai manu51a

3. Dalam masyarakat Pancasila, setiap

_orang bisa mengharapkan bahwa dlrmya
_'_txdak akan’ d}perlakukan secara diskr1m1~
natif.

4. Dalam masyarakat Pancas{la; ‘setiap
orang bisa mengharapkan, bahwa ia ti-
dak akan chganggu dan d;hambat dalam

o penghayatan agamanya.

5. Dalam masyarakat Pancasila, setlap
orang blsa mengharapkan, bahwa kepu-
tusan yang ‘menyangkut kepentmgan
orang banyak diambil dengan ‘memper-
tlmbangkan secara bersungguh sungguh
pendapat mereka yang akan terkena ke-
putusan tersebut

Munculnya kekayaan intelektual yang
menentang penginiegrasiannya ke dalam sis-
tem hukum, juga terjadi sebagai bagian dari

Lup panjang. Mamun kna panit mengeia-
waiirkan, kalau dengan demikian prosesnya
hanva akan menjadi suatu *’upacara’” bela-
ka.

er kembarnzan I\Vh;f‘uynf sosialdan-kenega
raan kita sendiri. Dalam proses perjalanan
tersebut kita mulai mampu menghimpun se-

kian banyak konsep dan gagasan yang me-
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ta jAdapun yang mgm chajukan sebaﬁaa sarana
i _' _ rekayasa oleh hukum di’ sini adalah U No. S
4/1982 “tentang ngkungan szup._ Pada".- '

; _'untuk mengekspres:kan”sxkap dan pikiran Saya mgm menga;ak_anda sekai:an meh-
tentang ‘bagaimana - seharusnya’ hukum  ha dan menerima UU No. 471982 dalani ka-
menghorman ‘dan melmdLngl ‘manusia - ge- pasnasnya tidak “hanya ‘untuk menangani
hmgga **tetap utuh® fu? Selama mx'yang lingkungan. hidup; melainkai- “juga untuk
dzanggap trad;51 hanya permgataa Har; Hak méi—ék-ayzisafﬁ- kualitas - 'manusia Indonesia,
Asasi Manus;a pada’setiap: tanggal 10 Be-  yang tentu saja‘menyangkut aspek manusia-.
sember. Méngapa kita hanya mempenngatl nya secara individual. Aspek serta dimensi
hari dan. tanggai te sebut paciahai kitasen- individual:sUU *Lingkungan ‘Hidupitulah
diri sebemlnya mengemban tugas yang Jauh' yang belu:mf-b'ényak disoroti, sehingga jater=
lebih pentmg, yaztu bagaxmana memabarka“ lupuisdari perhatian kita sebagai sarana un=
1\0“3@13 manusia: seutuhnya ke daiam smtem tuk melakukan rekayasa kualitas orang In=
hU%\ﬂm kifa S@ﬂdlfﬂ - ) e dones;a secara: md:wdual ¥

“Hak Asasi Manusia ‘memang menjadi ?mun;uk temang kapasuas UU No 4/
DEﬂdOTOHg yang pefiting untuk selalu mere- 1982 unruk merekayasa kualitas individu da-
nungkan, “apakah‘Hukum" yang dijalankan pat dijumpai dalam-hal-hal-berikut:: . .. -
ini cukup mer":perhaukan martabat dan ke-
selamaian manusia $ecara substansxal “Teta-
pi, konsep manusia seutuhny& ‘menempati
kedudukan. yang.imperatif-positif di dalam
sistem-kehidupan sosial, -Dengan demikian,
wajib dimasukkan ke. dafam sistem. hukum
Indonesia.. Apabila hal itn tidak dllakukan
maka akan terjadi. kesenjongan antara_sis-
tem.sosial dan sisiem hukum di negeriini..

1. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai
pembina lingkungan hidup (Pasal 4c)
i Set;ap Orang mempunyax hak atas ling-
kungan hidup vang baik dan sehat [Pasal
S, ayat (D] _
3."'Setaap orang beriewapban memeiihara
_' :]mgkunvan hidup dan mencegah serta
' __"menanggulangx kemsakan dan pencemar—
Can i Pagnl ‘i ayat !’?‘ﬂ i
 Sekarang kita beralih ke masalah yang 4.:Earang siapa merusak dan atau ‘mence-
nyata-nyata 'bisé"éi_léiéukaﬁ saat “ini ‘juga. “:markan 1mg§mngan hzdup memx,kul tang-
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gUngG Jawab dengan kewagaban [Pasal 20
ayat (3)] :

Apabxla UU tentang Pokok poko}c Pe—i

ngelolaan ngkungan Hidup yang masih, di-
tujukan pada pelestarian lingkungan fisik
hendak dipakai. sebagai sarana rekayasa in-
diwdu,. maka diperlukan cara yang khusus
untuk ;] membuatnya berhasil. Dalarn hu-
bungan iniingin’ dzajukan dua hai yaxtu

1’:;" 'Melakukan sesuatu yang mgm saya sebut
:_';”'sebagal pengarahan kembah Uy No 4/
1982, sehingga bisa dxpakal sebagm reka-
‘yasa mdmdu Pengarahan kembalz ini di-
perlukan oleh karena selama ini sasaraf-
.nya lebih bersifat manusia-dalam-kelom-

. pok, dan. bukan sebagai individu.

3. ‘Melakukan pembudayaan ka:dah»kaidah
..U No. 4/1982, oleh karena UU tersebui
. menyimpan semacam moralitas dan etika
. kehidupan terteniu yang khas.

‘Sebagai suatu usaha atau gerakan raksa-
sa untuk melakukan rekayasa-kualitas indi-
vidual yang demikian itu, ia tidak dapat ha-
nya diserahkan kepada aparat penegak hu-
kum yang konvensional saja. Pada hemat
saya seluruh kekuatan masyarakat hendak-
nya diikutsertakan, dan dalam kaitan ini
saya terpikir pada peranan Lembaga Swa-
daye Masyarakal (LSMj}.

Batas-batas Kemampuan Hukum

Studi sosial tentang hukum juga membi-
cargkan kemampuan-kemampuan hukum
untuk mengatur kehidupan mannsia, terma-
suk keterbatasannya. Permasalahan yang

ANALISIS CSIS, 1991-1

Sampai di sini kita tidak bisa. mengata-.
kan secara absolut, seperti dalam teknologi,
mesin, apakah suatu pengaturan itu.mampu.
mencapai {ujuan sosialiya ataukah  tidak.
Dengan singkat ingin dikatakan, bahwa se-
perti halnya rekayasa sosial yang lain, reka-,
yasa melalui hukum pun dihadapkan pada
komp}eksxtas permasaiahan (Rahardjo 1983

155 164) :

Batas~batas kemampuan hukum ini, pen—
ung dikenali karena kita tidak bisa secara
naif mengatakan, bahwa hukum itu. seiaiu
akan mencapai tujuan yang baik dxsebabkan
memang itikad hukum itu adalah “haik’’ .
Saya katakan naif karena ditinjau secara s_()_~_
siologis, hukum yang Vbermaksud b:a_ikf_’_
rersebut dalam konteks sosial tertentu, ma-
lah bisa menimbulkan suatu gangguanterha-
dap ketertiban di situ. Kemungkinan demi-
kian menjadi sangat relevan, meng_in_gai be-

gitu luasnya wilayah Indonesia yang disertai -

pula dengan lingkungan etnis yang berbeda-
beda, serta tingkat perkembangan s_osiéx_l
yang juga berbeda. Keadaan demikian itu
menyebabkan, bahwa keseragaman dalam
pengaturan sangat tidak mudah dicapail dan
dijalankan. Di pihak lain diketahui, bahwa
hukum modern bekerja atas dasar prinsip
unjformitas dan pengaturan secara absirak,
yang bertentangan dengan keadaan maje-
muk tersebut. Oleh karena itu hendak dika-
takan, bahwa hukum nasional di Indonesia
ini mempunyai risiko tinggi untuk mencipta-
kan suatuy gangguan.

“Sejak bangsa kiia memang sudah berke-
tetapan untuk menggunakan hukum mo-
dern, maka analisis sosiologis memberikan
peringatan, agar kita bisa bertindak bijak-
sana dalam menjalankan hukum di negeri
ini. Suatu cara yang menggampangkan pe-

demikian ini muncul, oleh karena studi so-
sial mengenai_ hukumm memberikan perhatian
pada gfektivitas pengaturan, dan tidak ha-
nya berhenti pada masalah legalitas saja.

nyelenggaraan hukum dengan cara peilcray”
an yang kaku di mana saja (f0 the letter of
the law), sebaiknyz tidak menjadi tradisi di
Indonesia.
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